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RINGKASAN

Di Indonesia, ada persoalan kemiskinan, bahkan di kota Torongrejo, di
mana program PKH bekerja untuk memberantasnya. PKH telah bermukim di kota
Torongrejo sejak tahun 2016. Penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut
merupakan salah satu inisiatifnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) diimplementasikan di
Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dan variabel apa yang membantu
dan menghambat kemampuan program untuk memerangi kemiskinan di sana. Kota
Batu Partisipan dalam studi deskriptif kualitatif ini berjumlah enam orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi,
kemudian diteliti dengan menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldana.
Menggunakan indikator kajian model metode implementasi kebijakan yang
dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu struktur birokrasi, sikap, sumber
daya, dan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH
dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan mencapai tujuan dan harapan yang
diharapkan. Alhasil, program PKH di Desa Torongrejo tetap berjalan dan berhasil
mengentaskan kemiskinan dengan mengurus kebutuhan pokok masyarakat di masa
sulit. Dua unsur yang berhasil membantu pelaksanaan program ini adalah
tersedianya komunikasi yang dapat dipercaya dan sumber daya yang memadai.
Masalah restriktif ketiga adalah sisa peserta atau orang yang secara berkala lalai
menjalankan tugas yang diberikan karena tidak memahami batasan
pelaksanaannya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan mendasar bangsa atau negara manapun ialah menemukan dan
menerapkan kondisi sosial yang ideal serta bagaimana merealisasikannya. Upaya
atau strategi yang digunakan dalam mencari kondisi ideal suatu masyarakat tersebut
disebut sebagai pembangunan, yang mana tanggung jawab pembangunan ini
diamanatkan kepada pemerintahan dalam suatu negara sehingga suatu negara
bertugas membawa masyarakat serta bangsanya pada kondisi yang lebih baik.
Pembangunan memiliki sifat yang multidimensi terkait lingkup objek yang menjadi
sasarannya yang memiliki sifat keterkaitan antara bidang satu dengan bidang
lainnya. Adapun salah satu lingkup dalam pembangunan adalah bidang ekonomi.
Hambatan pembangunan utama yang menyebabkan kemiskinan adalah
keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, dan kesehatan
yang buruk. Indonesia pada saat ini sebagai negara berkembang juga turut
menghadapi problem kemiskinan tersebut (Hasan dan Aziz 2018).

Kemiskinan adalah salah satu yang paling mungkin mengakibatkan perkara
sosial yang bersumber berdasarkan kemiskinan dan ketimpangan atau kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan dasar seringkali tidak berdiri sendiri namun terkait
dengan faktor lain. Mengingat kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh
kemelaratan, sangat mungkin diasumsikan bahwa kemelaratan adalah masalah
krusial dan jalan menuju perbaikan finansial di wilayah kemelaratan. Namun,

masalah kemiskinan telah berkembang menjadi masalah yang kompleks karena



terkait dengan sudut pandang sosial, keuangan, dan sosial. Banyak penyebab yang
terkait, seperti berikut ini, dapat menyebabkan kemiskinan:
1. Sebagai penyandang disabilitas.
2. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
3. Tidak ada modal skill untuk dicoba.
4. Tidak ada kesempatan kerja, dapat diputus kontrak (PHK).
5. Tinggal di tempat terpencil dengan sedikit akses ke infrastruktur dan sumber
daya alam atau layanan sosial yang tidak memadai (seperti pensiun, perawatan
kesehatan, dan kematian).

Menurut Pasal 24 tahun 2004, kemiskinan adalah negara atau kelompok di
mana kebebasan mendasar untuk mendapatkan upah yang adil diabaikan pada
tingkat keuangan, sosial, dan mungkin politik. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 1945, negara bertugas menjaga kesejahteraan seluruh rakyat dan
menghapuskan kemiskinan dan penderitaan lainnya. Memerangi kemiskinan
sebagai penghambat kemakmuran bangsa tentu merupakan masalah yang sangat
krusial. khususnya pada sila kedua dan kelima pancasila. Substansi sila kedua
Sesuai dengan sila kelima, Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bekerja
untuk memastikan kesejahteraan semua penduduknya dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia dengan memberikan perlakuan yang adil dan penuh kasih (Suhardin,
2017: 12).

Menurut uraian di atas, kemiskinan didefinisikan sebagai tidak adanya

kebutuhan mendasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan



kesehatan. Inisiatif ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
kurang mampu.

Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan melalui layanan sosial
karena kemiskinan semakin parah. Menurut pedoman Program Keluarga Harapan
(2021), Program PKH adalah sejenis program pemerintah yang menawarkan
bantuan keuangan bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah atau cacat
(RTM/RTSM). Pemerintah Indonesia telah menerapkan PKH sejak tahun 2007
sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Inisiatif PKH
menjadikan keluarga kurang mampu yang sakit sebagai panutan bagi ibu hamil, ibu
menyusui, dan anak kecil. Sasaran sasaran porsi pendidikan kriteria adalah anak
SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan anak usia 6 sampai 12 tahun yang belum
menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Jaminan sosial diberikan pada lanjut usia
serta mereka yang memiliki penyakit serius.

Selanjutnya, dalam Sutmasa (2021), Van Meter dan Van Horn menyatakan
bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh
orang, otoritas, atau organisasi publik dan swasta untuk mencapai tujuan yang
dinyatakan dalam pilihan kebijakan. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat berjalan
dengan baik sehingga masyarakat miskin yang benar-benar berhak mendapatkan
bantuan dapat mengakses pelayanan yang baik sejalan dengan pemerintah atau
berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat yang mandiri. Sasaran PKH
sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Permensos 1 Tahun 2018 tentang PKH adalah
keluarga miskin dan rentan atau perorangan yang telah terdaftar dalam sistem

pendataan terpadu program penanggulangan kemiskinan yang membahas masalah



kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Hal ini merupakan upaya pemerintah
untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan PKH sebagaimana tercantum dalam
Permensos 1 Pasal 2 adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga
berpenghasilan rendah, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan taraf hidup
mereka. Tujuan lain dari PKH adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam wajib
belajar 12 tahun. Masih banyak anak-anak yang bersekolah hidup di jalanan.
Penghalang utama realitas mereka adalah dasar kemiskinan, penyimpangan, dan
beberapa penyebab anak jalanan. Menurut Arista dan Sederhana (2019), fase
implementasi strategi yang dikenal sebagai eksekusi strategi adalah ketika
pengambil keputusan merefleksikan implikasi keputusan mereka terhadap individu
yang akan terpengaruh.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa langkah di berbagai sektor
ekonomi untuk mengurangi kemiskinan di sana. Dukungan moneter langsung akan
ditawarkan, dimulai dengan kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan. Karena
kemiskinan, sejumlah besar orang Indonesia berjuang untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka akan pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Besar harapan
penulis agar dengan diterapkannya PKH akan membawa perekonomian yang lebih
baik, khususnya di Desa Torongrejo yang terletak di Kecamatan Junrejo tempat
beliau melakukan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses
pengorganisasian kesepakatan dan kegiatan yang terencana dengan baik untuk
mencapai apa yang diharapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan Program (PKH)

dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diperlukan dan hasil yang diharapkan.



Angka kemiskinan di Kota Batu cukup tinggi, mencapai 8.063 jiwa dari total
penduduk sebanyak 214.653 jiwa. Angka kemiskinan ini lebih tinggi dibandingkan
tahun 2020 yang sebesar 8.012 orang. “Dengan adanya program yang dicanangkan
oleh Dinas Sosial ini diharapkan benar-benar dapat menurunkan angka kemiskinan
tahun ini. Kita memang tidak ingin kemiskinan bertambah meski masih ada
pandemi. Pandemi Covid 19 sebagai salah satu faktor pendorong angka
kemiskinan. Banyaknya pengangguran akibat pandemi dan belum pulihnya
perekonomian, baik secara nasional maupun di Kota Batu, mengakibatkan
banyaknya penduduk miskin di Kota Batu (radarmalang.com)

Tahun 2020 Garis Kemiskinan Kota Batu Meningkat Selain kenaikan garis
kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Batu bertambah sekitar 510 orang,
dari 8,12 ribu orang (3,89% dari total penduduk) pada tahun 2020. ke 8.63. ribu
orang (4,09% dari total penduduk) pada tahun 2021. Hingga tahun 2019, angka
kemiskinan di kota Batu terus meningkat menurut Badan Pusat Statistik (2021).
Dengan adanya program PKH diharapkan peningkatan angka kemiskinan di kota
Batu dapat segera berkurang. Berikut merupakan grafik peningkatan angka
kemiskinan di kota batu yang mengalami peningkatan berdasarkan tahun ke tahun

dan bisa kita lihat sebagai berikut :



Gambar 1.1 BPS Kota Batu
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Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Maret 2010 - Maret 2021
Dari grafik di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada peningkatan
angka kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2021. Dengan meningkatkan
pelaksanaan PKH yang baik dan sesuai arahan pemerintah, diharapkan mampu
mengatasi kemiskinan. Menurut hukum Negara Republik Indonesia, Peraturan
Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Kemiskinan Bersama, Pemerintah dengan
tegas menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu
prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat
miskin secara mandiri, karena itu pemerintah berperan penting dalam implementasi
kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah
untuk Mengetahui Implementasi PKH Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa
Torongrejo Kecamatan Junrejo. Dilihat pada masalah yang ada di Desa Torongrejo

adalah kemiskinan yang mengalami kenaikan, dan jumlah dari tahun 2019 angka



kemiskinan di kota Batu terus meningkat berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021).
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan
judul “implementasi program keluarga harapan (PKH) untuk mengatasi kemiskinan
di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo” di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo”.
1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan konteks di atas, berikut adalah bagaimana masalah
penelitian ini dinyatakan:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Menanggulangi Kemiskinan di desa Torongrejo Kecamatan Junrejo?

2. Unsur apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo dalam
pengentasan kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar peneliti dapat memecahkan masalah terkait penelitian, tujuan penelitian
adalah untuk mengungkapkan temuan ketika penelitian telah selesai. Tujuan untuk
penelitian ini:
1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Menanggulangi Kemiskinan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Mengidentifikasi unsur-unsur yang membantu dan menghambat pelaksanaan
program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota

Batu dengan tujuan pengentasan kemiskinan.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat. Akademis

sebagai sumber pengetahuan dan fakta yang akan menjadi dasar penyelidikan lebih
lanjut terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Torongrejo
Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Dalam rangka pelaksanaan PKH, Pemda Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo dapat

mengambil manfaat dari ide, pertimbangan, dan brainstorming kajian tersebut.
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